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BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala
Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)} untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan Daerah Otonom
Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103); |
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179); '
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;

32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya.

3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya.

4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh
Barat Daya.

5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh
Barat Daya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan
Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran
2023 direncanakan sebesar Rp858.012.802.970,00- (Delapan ratus
lima puluh delapan milyar dua belas juta delapan ratus dua ribu
sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a direncanakan sebesar Rp96.172.323.951,00 (Sembilan
puluh enam milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua



puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp8.830.000.000,00 -~ (Delapan milyar
delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp2.298.011.323,00.(Dua milyar dua ratus
sembilan puluh delapan juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh tiga
rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan
sebesar Rpl.800.000.000,00--(Satu milyar delapan ratus juta
rupiah).

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp83.244.312.628,00-(Delapan puluh tiga milyar dua ratus empat
puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh
delapan rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rp747.462.315.519,00 - (Twjuh ratus
empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga
ratus lima belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp693.616.763.000,00 ~(Enam ratus sembilan puluh tiga milyar
enam ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu
rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.845.552.519,00.

(Lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima
ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp14.378.163.500,00. (Empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh
delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang
terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp500.000.000,00-(Lima ratus juta rupiah).



(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp...

(4) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan sebesar Rp13.878.163.500,00-(Tiga belas milyar
delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tiga
ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp957.379.095.062,00- (Sembilan ratus lima
puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh
lima ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Operasi;

Belanja Modal;

Belanja Tidak Terduga; dan

Belanja Transfer.

oo

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp625.938.510.825,00(Enam
ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta
lima ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang
terdiri atas:

Belanja Pegawali;

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp330.719.134.901,00. (Tiga ratus tiga
puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh
empat ribu sembilan ratus satu rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) B
huruf b direncanakan sebesar Rp242.546.611.585,00-(Dua ratus
empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh enam juta enam
ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp...

(5} Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp...

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp44.547.223.311,00.(Empat puluh empat
milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga
ribu tiga ratus sebelas rupiah).

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp8.125.541.028,00 . (Delapan
milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu
dua puluh delapan rupiah).

oo o



(1)

(5)

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp163.229.322.367,00-(Seratus
enam puluh tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga
ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang
terdiri atas:

Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,;

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud,;

g. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp3.240.099.260,00 (Tiga milyar dua
ratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus
enam puluh rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.383.901.277,00-(Dua
puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan
ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf C direncanakan sebesar
Rp 63.611.918.698,00-(Enam puluh tiga milyar enam ratus sebelas
Jjuta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh
delapan rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf d direncanakan sebesar
Rp65.918.395.854,00 - (Enam puluh lima milyar sembilan ratus
delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan
ratus lima puluh empat rupiah).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.075.007.278,00 (Dua
milyar tujuh puluh lima juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh
delapan rupiah).

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp...

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp...

O A0 o

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp9.972.392.638,00 {Sembilan milyar
sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu
enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak
Terduga.

(1)

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp158.238.869.232,00- (Seratus
lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta
delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua



rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl1.112.801.132,00-(Satu milyar seratus
dua belas juta delapan ratus satu ribu seratus tiga puluh dua
rupiah,).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp157.126.068.100,00.(Seratus
lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh enam juta enam puluh
delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp102.366.292.092,00. (Seratus dua milyar tiga ratus enam
puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp102.366.292.092,00.
(Seratus dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus
sembilan puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri

atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya,;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan

f.  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya A\
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rpl102.366.292.092,00-(Seratus dua milyar tiga ratus
enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan
puluh dua rupiah).

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp...

(4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp...

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp...

(6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp...

(7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp...



Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar

Rp3.000.000.000,00(Tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Daerah;

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan

e Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp...

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp3.000.000.000,00-(Tiga

milyar rupiah).

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp...

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp...

Pasal 15

Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit)
sebesar Rp(99.366.292.092,00)(Sembilan puluh sembilan milyar
tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu
sembilan puluh dua rupiah).

Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan
Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan
sebesar Rp99.366.292.092,00- (Sembilan puluh sembilan milyar
tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu
sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan

peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan

daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan

anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat Daya

Tahun Anggaran 2023.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun



anggaran berjalan,;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

Il

10.

il

IF25

L&

14.

kS8
16.

Lampiran |

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran [V

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII :

Lampiran VIII :

Lampiran IX

Lampiran X

. Lampiran XI :
Lampiran XII :

Lampiran XIII :

Lampiran XIV :

Lampiran XV :
Lampiran XVI :

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM,;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD,;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;

Daftar Sub  Kegiatan Tahun  Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 18

Bupati Aceh Barat Daya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun Aceh Barat Daya dengan penempatannya dalam Lembaran
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal, _3¢ Desember 2022 M
% Jumadil Akhir 1444 H

?Fj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,|

~B7nn—.

'\ DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal, 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

' SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ARISI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH (7/101/2022)
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Lampiran |
Barat Daya
Nomor
Tanggal

. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh

07 Tahun 2022
30 Desember 2022

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96.172.323.951
4.1.01 Pajak Daerah 8.830.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 2.298.011.323
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.800.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 83.244.312.628
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 747.462.315.519
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 693.616.763.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 53.845.552.519
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14.378.163.500
4.3.01 Pendapatan Hibah 500.000.000
43.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 13.878.163.500
Jumlah Pendapatan 858.012.802.970
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 625.938.510.825
5.1.01 Belanja Pegawai 330.719.134.901
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.546.611.585
5.1.05 Belanja Hibah 44.547.223.311
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 8.125.541.028
5.2 BELANJA MODAL 163.229.322.367
5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.240.099.260
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.383.901.277
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 63.611.918.698
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 65.918.395.854
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.075.007.278
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 9.972.392.638
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 9.972.392.638
5.4 BELANJA TRANSFER 158.238.869.232
54.01 Belanja Bagi Hasil 1.112.801.132
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 157.126.068.100
Jumlah Belanja 957.379.095.062
Total Surplus/(Defisit) (99.366.292.092)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 102.366.292.092
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 102.366.292.092
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 102.366.292.092
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000




Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh

Barat Daya
Nomor : 07 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000
Pembiayaan Netto 99.366.292.092
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

$Pj. Bupati Aceh Barat Dayg\

~77 47—

DARMANSAH



